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PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 35 TAHUN
2018 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN

Menimbang :

Mengingat

JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan hasil survey dan fakta di lapangan.
besaran jaminan pembongkaran reklame yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Pembongkaran
Reklame, dinilai terlalu besar sehingga memberatkan
wajib pajak reklame dan uang jaminan bongkar reklame
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak
berpengaruh pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah,
maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018
tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan
Pembongkaran Reklame, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa
Reklame dan Jaminan Pembongkaran Reklame;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 252);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 212);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018
tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan
Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME.



Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dalam Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai
Sewa Reklame dan Jaminan Pembongkaran Reklame (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 35) diubah
sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk
menyetor jaminan pembongkaran reklame .

(2) Penyetoran jaminan pembongkaran reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara
penyelenggara reklame membuka rekening pada bank
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(3) Selain membuka rekening untuk jaminan pembongkaran
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
penyelenggara reklame juga harus membuat surat kuasa
pencairan jaminan secara sepihak kepada Pemerintah
Daerah, apabila penyelenggara reklame melanggar
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Rekening penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diblokir oleh Pemerintah Daerah sesuai
masa izin reklame.

(5) Besaran uang jaminan pembongkaran reklame diatur
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Dikecualikan dari kewajiban pemberian jaminan
pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah untuk pemasangan reklame jenis:

a. reklame film/slide;

b. reklame suara;

c. reklame berjalan; dan
d. reklame peragaan.

(7) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicairkan oleh penyelenggara reklame
setelah:

a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya
dan tidak diperpanjang atau tidak diizinkan untuk
diperpanjang; dan

b. pembongkaran reklame yang berakhir masa
berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara
reklame.



(8) Batas waktu pembongkaran reklame tetap terbatas
dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah
berakhir masa berlakunya Izin Pemasangan Reklame dan
Masa Pajak Reklame.

(9) Batas waktu pembongkaran reklame  insidentil
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir
masa berlakunya Izin Pemasangan Reklame dan Masa
Pajak Reklame.

(10) Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8) penyelenggara reklame tidak melaksanakan
pembongkaran reklame, maka pembongkaran reklame
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(11) Jaminan pembongkaran reklame secara sepihak dan
sewaktu-waktu dapat dicairkan dan digunakan oleh
Pemerintah  Daerah  sebagai  biaya  operasional
pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame
melanggar ketentuan batas waktu berlakunya izin
pemasangan reklame dan masa pajak reklame dan/atau
tidak melakukan pembongkaran reklame.

(12) Persyaratan Pencairan Jaminan pembongkaran reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh
penyelenggara reklame dengan melampirkan:

a. Surat Kuasa pencairan dari Kepala Badan Keuangan
Daerah;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penyelenggara
reklame; dan

c. bukti telah melakukan pembongkaran reklame.

(13) Dalam hal penyelenggara reklame telah melakukan
pembongkaran reklame dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender tidak melakukan pencairan jaminan
pembongkaran reklame maka rekening penyelenggara
diaktifkan kembali.

(14) Bahan dan/atau konstruksi reklame hasil
pembongkaran setelah 3 x 24 jam tidak diambil oleh
pemilik reklame menjadi hak penuh Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo ttd

pada tanggal 10 September 2018
WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd
AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 47



